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I.1 LATAR BELAKANG 
Di era globalisasi sekarang ini, mewujudkan pemerintahan yang baik 
(good governance) menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi 
keberadaannya dan mutlak terpenuhi. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik 
meliputi antara lain: (1) akuntabilitas (accountability) yang diartikan sebagai 
kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya; (2) keterbukaan dan 
transparansi (openness and transparancy) dalam arti masyarakat tidak hanya 
dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses 
perumusannya; (3) ketaatan pada hukum, dalam arti seluruh kegiatan didasarkan 
pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan 
secara adil dan konsisten; dan (4) partisipasi masyarakat dalam berbagai 
kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.  
Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip ’”good governance” dalam 
pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama, oleh karena 
masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai 
yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah. Perhatian pemerintah 
dan masyarakat terhadap kinerja sektor publik semakin tinggi. Masyarakat 
semakin berani mengkritisi kinerja sektor publik, disisi lain dengan iklim 
demokrasi yang baru pemerintah juga semakin terbuka dan menyadari 
pentingnya inovasi dalam pengelolaan organisasi publik. 
Berbicara mengenai kinerja maka tuntutan terhadap perbaikan kinerja 
sektor publik semakin tinggi mengingat dalam era demokrasi dan revolusi 
informasi ini, masyarakat akan semakin cerdas, mudah memperoleh informasi 
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dan semakin banyak tuntutannya. Oleh karena itu, perbaikan kinerja sektor publik 
perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Selain 
itu perhatian terhadap kualitas menjadi sangat penting karena ini akan 
menggambarkan pencapaian kepuasan pengguna layanan sehingga 
peningkatan pelayanan sangat terkait dengan peningkatan kinerja. Kinerja 
(peformance) dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau “degree 
of accoumplishment” atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat 
pencapaian tujuan organisasi (Rue & Byars) 1. Penilaian kinerja merupakan 
suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran 
keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Informasi tentang kinerja 
organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang 
dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan 
atau belum. 
 Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan sebuah organisasi (instansi 
pemerintah) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan 
secara obyektif, disebabkan oleh karena belum diterapkannya sistem 
pengukuran kinerja, yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan secara 
obyektif dan terukur dari pelaksanaan program-program di suatu instansi 
pemerintah. 
Hal ini juga dikemukakan oleh Agus Ronaldi dalam jurnal Kinerja 
organisasi pemerintah, bahwa untuk menjalankan fungsi pelayanan secara baik 
dan menyentuh kebutuhan pelanggannya, maka diperlukan dukungan berbagai 
unsur. Seperti  kerja, serta sarana pelayanan dan kualitas personilnya. Namun 
unsur- unsur seperti dikemukakan di atas pada semua jenjang dalam organisasi 
publik/pemerintahan belum sepenuhnya dimiliki, hal ini karena masih kurang 
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baiknya perilaku aparat serta lemahnya pengaturan dan mekanisme kerja, 
kurang memadainya sarana pelayanan, kurangnya perhatian pimpinan terhadap 
bawahan serta kualitas aparat belum memadai seiring perkembangan teknologi. 
Dengan demikian substansi masalahnya adalah rendahnya kinerja organisasi 
pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
BKKBN adalah lembaga pemerintah non departemen di Indonesia yang 
bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan 
keluarga sejahtera. Tugas dari BKKBN yaitu melaksanakan tugas pemerintahan 
dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan ada beberapa 
fungsinya yaitu : 
1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Keluarga 
Berencana dan Keluarga Sejahtera. 
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN. 
3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, 
LSM dan masyarakat dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang 
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, 
kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan 
rumah tangga. 
Penduduk Indonesia tahun 2000 yang semula diperkirakan akan 
mencapai sekitar 275 juta jiwa, ternyata dengan BKKBN dan bantuan jajaran 
pembangunan lainnya telah berhasil membantu keluarga Indonesia 
menghasilkan penduduk yang jumlahnya hanya sekitar 206 juta jiwa saja. 
Keberhasilan itu adalah karena tingkat fertilitas atau tingkat kelahiran yang 
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biasanya setiap keluarga melahirkan sekitar 6 anak, telah berhasil diturunkan 
dengan lebih dari 50 persen, sehingga setiap keluarga hanya melahirkan kurang 
dari 3 orang anak. Dalam waktu yang bersamaan tingkat kematian bayi dan 
anakanak juga turun drastis. Dengan jumlah anak yang jauh lebih sedikit dan 
lebih sehat para orang tua dapat memberi perhatian yang lebih tinggi dan lebih 
mampu untuk menyekolahkan anak-anak itu ke sekolah pilihannya. Namun 
demikian, penanganan persoalan penduduk di Indonesia belum selesai. Dewasa 
ini penduduk Indonesia justru sedang berada pada ambang yang lebih gawat 
dibandingkan dengan persoalan kependudukan yang kita hadapi dalam tahun 
1960 atau 1970-an yang lalu. 
Pertambahan dan proporsi penduduk sedang mengarah kepada 
penduduk urban dengan kecepatan yang tinggi. Pertambahan penduduk urban 
itu bukan hanya karena adanya migrasi penduduk perdesaan ke kota, tetapi juga 
karena desa-desa bertambah maju dan penduduk desa tersebut, siap atau tidak, 
karena “desanya” berubah menjadi “kota”, dengan otomatis dan secara bersama-
sama berubah menjadi “penduduk kota” atau “penduduk urban”. Dinamika 
perkembangan penduduk desa menjadi penduduk kota yang terjadi dengan 
kecepatan tinggi itu bukan hanya monopoli bangsa Indonesia saja. Penomena itu 
adalah suatu kejadian luar biasa dalam akhir abad ke-20 yang terjadi di banyak 
negara berkembang. Kejadian ini, dengan segala implikasi sosial, budaya dan 
politik yang cukup rumit, kurang mendapat perhatian para ahli, politisi dan 
penyelenggara negara. Untung saja perubahan itu terjadi seiring dengan makin 
turunnya angka fertilitas dan angka pertumbuhan penduduk secara menyeluruh. 
Kalau saja angka pertumbuhan penduduk tidak menurun secara drastis 
barangkali dalam waktu segera akan terjadi peledakan penduduk yang lebih 
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dahsyat dibandingkan keadaan peledakan yang terjadi pada tahun tahun 1960 
atau 1970 yang lalu. 
Sensus Penduduk Indonesia 2010 (SP2010) merupakan Sensus 
Penduduk keenam yang dilakukan sejak Indonesia merdeka. Tujuan utama 
SP2010 adalah menghitung jumlah penduduk serta mengumpulkan informasi 
dasar kependudukandan perumahan masyarakat Indonesia. Manfaat dari 
SP2010 adalah memperoleh inform asi dasar kependudukan dan perumahan 
yang diperlukan untuk bahan evaluasi pembangunan serta untuk menyusun 
perencanaan pembangunan kependudukan,sosial, ekonomi, dan kesejahteraan 
masyarakat Indonesia di masa mendatang. SP2010 dilaksanakan dalam periode 
waktu 1-31 Mei 2010. Mencakup 88.361 desa, 6.579 kecamatan, 497 
kabupaten/kota di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Petugas yang diterjunkan 
sebanyak kurang lebih 700 ribu orang petugas terlatih. Pelatihan petugas 
dilaksanakan secara berjenjang dari Instruktur Utama, Instruktur Nasional 
(Innas), Instruktur Daerah (Inda), dan petugas lapangan.  
Menurut BPS (2001) jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan pada tahun 2001 sebanyak 293.221 jiwa meningkat sebesar 1,46 % 
dibanding tahun 1997 yang berjumlah 285.172 jiwa. Secara keseluruhan 
penduduk perempuan pada tahun 2001 sedikit lebih banyak dibanding dengan 
laki-laki, yakni 151.989 jiwa penduduk perempuan berbanding 141.232 jiwa 
penduduk laki-laki atau dengan rasio setiap 1000 orang perempuan terdapat 916 
orang laki-laki atau dengan kata lain 52 % perempuan dan 48 % laki-laki. Jumlah 
penduduk terbanyak berada di wilayah Kecamatan Labbakkang dan paling 
sedikit di Kecamatan Tondong Tallasa. Jumlah penduduk di kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan setiap tahun mengalami peningkatan. 
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Pelaksanaan kegiatan SP2010 meliputi beberapa tahapan kegiatan yang 
terencana dalam rentang waktu yang telah ditetapkan yaitu meliputi pemetaan 
blok sensus, gladi kotor dan gladi bersih, pelatihan petugas, pelaksanaan 
pengumpulan data, pengolahan, analisa data dan diseminasi hasil. Kegiatan 
tersebut berlangsung secara bertahap di mulai sejak tahun 2007 sampai dengan 
tahun 2013. 
Publikasi Penduduk Kab. Pangkajene dan Kepulauan tahun 2015 adalah 
lanjutan publikasi sebagai usaha Badan Pusat Statistik (BPS) Pangkep  untuk 
memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi para pengguna data  Kabupaten 
Pangkep pada tahun 2014 terdiri dari 13 kecamatan dengan 103  
desa/kelurahan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk akhir tahun 2014, jumlah 
penduduk Kabupaten Pangkep sebesar 320.293 orang. Pada kurun waktu 2010 
sampai 2014 jumalah total penduduk Kabupaten Pangkep rata-rata pertumbuhan 
setiap tahunnya sebesar 1,1 persen,bahwa penduduk kabupaten Pangkep 
tergolong berstruktur sedang. Adapun selisih jumlah  penduduk kabupaten 
Pangkep pada proyeksi penduduk tahun 2001 (sebelum otonomi daerah) dan 
setelah otonomi daerah tahun 2014 sebesar 27.071 jiwa. Dalam kurung waktu 13 
tahun yang berarti laju pertumbahan penduduk di Kabupaten Pangkep setiap 
tahun bertambah 1.25 %, ini membuktikan bahwa  Kinerja BKKBN di Kabupaten 
Pangkep belum bejalan secara maksimal dalam menekan laju angka penduduk 
di Kabupaten pangkep itu sendiri,hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kepada 
BKKBN Kab. Pangkep untuk lebih meningkatkan kinerja serta lebih berperan 
besar dalam masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat di kabupaten Pangkep 
untuk menekan laju pertmubuhan penduduk yang setiap tahun meningkat di 
kabupaten Pangkep itu sendiri. 
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Berdasarkan kondisi tersebut penulis menganggap bahwa kinerja BKKBN 
Kabupaten Pangkep belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari 
persentase laju angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Pangkep dalam kurun 
waktu 13 tahun, walaupun terjadi penurunan, namun persentase tersebut masih 
sangatlah rendah. Dimana pada tahun 1997 sampai 2001 laju pertumbuhan 
penduduk Kabupaten Pangkep sebesar 1.46%, kemudian dari tahun 2010 
sampai 2014 sebesar 1.1 %, hal ini berarti laju pertumbuhan penduduk 
Kabupaten Pangkep dari tahun 2001 sampai 2014 hanya menurun sebanyak 
0.21%, yakni dari 1.46% menjadi 1.25%. Untuk menentukan indikator kinerja 
BKKBN Kabupaten Pangkep dalam menekan angka laju pertumbuhan penduduk 
perlu mempertimbangkan komponen, biaya pelayanan (cost of service) , 
penggunaan fasilitas (utilization), kualitas dan standar pelayanan (quality and 
standards), cakupan pelayanan (coverage) , dan Kepuasan (satisfaction).( 
Mohamat Mahsun : Pengukuran Kinerja Sektor Publik). 
Berlatar pokok pikiran tersebut penelitian ini bermaskud melihat sejauh 
mana pengaruh komponen–komponen tersebut dalam menentukan kinerja 
BKKBN Kabupaten Pangkep dalam menekan angka laju pertumbuhan penduduk 
di Kabupaten Pangkep. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Kinerja 
Badan Kesehatan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kabupaten 
Pangkep”. 
I.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat 
menentukan rumusan masalah, yaitu :  Bagaimana Kinerja BKKBN di 
Kabupaten Pangkep di lihat dari Biaya Pelayanan, Penggunaan Fasilitas, 
Kualitas standar Pelayanan, Cakupan Pelayanan, dan Kepuasan ? 
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I.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelti dapat menentukan  
tujuan penelitian yaitu sebagai berikut : Untuk mengetahui Kinerja BKKBN di 
Kabupaten Pangkep di lihat dari Biaya Pelayanan, Penggunaan Fasilitas, 
Kualitas standar Pelayanan, Cakupan Pelayanan, dan Kepuasan. 
 I.4 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Peneliti  
Penelitian ini sangat penting dan berguna untuk meningkatkan 
pengetahuan dan wawasan Peneliti mengenai Kinerja BKKBN Di Kabupaten 
Pangkep sehingga peneliti dapat lebih tanggap terhadap keadaan dan kondisi 
yang di hadapi dilapangan  serta menjadi pedoman bagi peneliti sebagai calon 
sarjana. 
2. Bagi BKKBN 
Dengan adanya penelitian ini dapat di jadikan sebagai masukan dan 
bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja BKKBN  dalam menekan laju angka 














II.1  Konsep  Kinerja 
 Kinerja berasal dari kata Job performance yaitu prestasi kerja yang 
dicapai seseorang. Performance diterjemahkan menjadi kinerja berarti prestasi 
kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja, penampilan kerja 
(Lembaga Administrasi Negara ; 1992). Sedangkan menurut Anwar Prabu (2005 
; 67) pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitias yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya. 
Dalam melakukan suatu pekerjaan, seorang pegawai hendaknya memiliki 
kinerja yang tinggi, akan tetapi hal tersebut sulit untuk dicapai bahkan banyak 
pegawai yang memiliki kinerja yang rendah atau semakin menurun walaupun 
telah banyak memiliki pengalaman kerja dan lembaga pun telah banyak 
melakukan pelatihan maupun pengembangan terhadap sumber daya manusia 
untuk dapat meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja pegawainya. Kinerja 
pegawai yang rendah akan menjadi sutau permasalahan bagi sebuah organisasi 
atau lembaga, karena kinerja yang dihasilkan pegawai tidak sesuai dengan yang 
diharapkan oleh organisasi, untuk memberikan gambaran tentang kinerja 
pegawai, berikut ini adalah beberapa penjelasan yang berkaitan dengan  kinerja 
pegawai. 
Dalam kamus bahasa inggris (Melinda ; 2005) kinerja diartikan sebagai 
“Performance is ability to perform, capacity achieve and desired result (Webster 
third). (New International dictionary ; 1966)”. Kinerja didalam kamus bahasa 
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Indonesia (1994 ; 503) dikatakan bahwa kinerja merupakan : (1) sesuatu yang 
dicapai (2) prestasi yang diperlihatkan (3) Kemampuan kerja. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai 
atau karyawan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. 
Grounlud dalam bukunya “human competence engineering worthly 
performance” memberikan pendapatnya seperti yang dikutip oleh arif rahman 
(1997; 26) kinerja adalah penampilan perilaku kerja yang ditandai oleh 
keluwesan gerak, ritme atau urutan kerja yang sesuai dengan prosedur sehingga 
diperoleh hasil yang memenuhi syarat berkualitas, kecepatan dan jumlah. 
Kinerja juga dapat diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai 
organisasi dalam suatu periode tertentu, prestasi yang dimaksud adalah 
efektifitas operasional organisasi baik dari segi manajerial maupun ekonomis 
operasional. Dengan kinerja kita dapat mengetahui sampai seberapa besar 
peringkat prestasi keberhasilan atau bahkan mungkin kegagalan seseorang 
karyawan dalam menjalankan amanah yang diterimanya. Sedangkan Robbins 
mendefinisikan  kinerja sebagai ukuran dari hasil sebagai ukuran dari hasil kerja 
yang dilakukan dengan menggunakan kriteria yang di setujui bersama. 
II.2. Konsep Kinerja Organisasi 
Kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Bastian dalam Hessel Nogi 
(2005 : 175) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas 
dalam suatu organisasi, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi 
organisasi tersebut. Senada dengan pendapat Bastian dalam Hessel Nogi 
tersebut, Encyclopedia of Public Administration and Public Policy Tahun 2003 
dalam Yeremias T. Keban (2004 : 193), juga menyebutkan kinerja dapat 
memberikan gambaran tentang seberapa jauh organisasi mencapai hasil ketika 
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dibandingkan dengan pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dari 
beberapa definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja 
merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau 
program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta 
sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam 
jangka waktu tertentu. 
Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat 
dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil 
yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Kinerja bisa juga dikatakan 
sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh 
seluruh komponen organisasi terhadap sumber - sumber tertentu yang 
digunakan (input). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian 
proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Bagi 
suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara 
anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. 
Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu 
organisasi tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi 
itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan 
yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Surjadi, 
2009:7). 
Menurut Baban Sobandi kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah 
dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan 
input, output, outcome, benefit, maupun impact. (Sobandi, 2006:176). 
Hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya 
dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, 
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benefit, maupun impact dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah 
penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh instansi 
dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif 
dan efisien. Organisasi pemerintahan menggunakan alat, teori yang digunakan 
yaitu teori kinerja dari Baban Sobandi dan para ahli lainnya dalam bukunya yang 
berjudul Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah, berikut 
adalah indikator kinerja organisasi menurut Baban Sobandi (Sobandi ,2006 : 179-
181)  : 
1. Keluaran (Output) 
2. Hasil 
3. Kaitan Usaha dengan Pencapaian 
4. Informasi Penjelas 
Pertama, keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung 
dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan 
yang berupa fisik maupun non fisik yang diharapkan dapat dirasakan langsung 
oleh masyarakat. Kelompok keluaran (output) meliputi dua hal. Pertama, kualitas 
pelayanan yang diberikan, indikator ini mengukur kuantitas fisik pelayanan. 
Kedua, kuantitas pelayanan yang diberikan yang memenuhi persyaratan kualitas 
tertentu. Indikator ini mengukur kuantitas fisik pelayanan yang memenuhi uji 
kualitas. Kedua, hasil adalah mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi 
karena pemberian layanan.segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Maka segala sesuatu 
kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada jangka menengah harus dapat 
memberikan efek langsung dari kegiatan tersebut. Kelompok hasil, mengukur 
pencapaian atau hasil yang terjadi karena pemberian layanan, kelompok ini 
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mencakup ukuran persepsi publik tentang hasil. Ukuran keluaran disebut sangat 
bermanfaat jika disajikan secara komparatif dengan hasil tahun sebelumnya, 
target, tujuan, atau sasaran, norma, atau standar yang diterima secara umum. 
Efek sekunder dari pelayanan atas penerimaan atau pengguna bias 
teridentifikasi dan layak dilaporkan. 
Ukuran itu mencakup akibat tidak langsung yang signifikan, dimaksud 
atau tidak dimaksud, positif atau negatif, yang terjadi akibat pemberian 
pelayanan yang diberikan. Ketiga, kaitan usaha dengan pencapaian adalah 
ukuran efisiensi yang mengkaitkan usaha dengan keluaran pelayanan. 
Berdasarkan pengertian diatas, maka Mengukur sumber daya yang digunakan 
atau biaya per unit keluaran, danmemberi informasi tentang keluaran di tingkat 
tertentu dari penggunaan sumber daya, menunjukan efisiensi relatif suatu unit 
jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya, tujuan yang ditetapkan secara 
internal, norma atau standar yang bisa diterima atau hasil yang bisa dihasilkan 
setara. Indikator yang mengaitkan usaha dengan pencapaian, meliputi dua hal. 
Pertama, ukuran efisiensi yang mengaitkan usaha dengan keluaran pelayanan, 
indikator ini mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran, 
dan memberi informasi tentang keluaran ditingkat tertentu dari penggunaan 
sumber daya di lingkungan organisasi. Kedua, ukuran biaya hasil yang 
menghubungkan usaha dan hasil pelayanan, ukuran ini melaporkan biaya per 
unit hasil, dan mengaitkan biaya dengan hasil sehingga managemen publik dan 
masyarakat bias mengukur nilai pelayanan yang telah diberikan. Keempat, 
informasi penjelas adalah suatu informasi yang harus disertakan dalam 
pelaporan kinerja yang mencakup informasi kuantitatif dan naratif. Membantu 
pengguna untuk memahami ukuran kinerja yang dilaporkan, menilai kinerja suatu 
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organisasi, dan mengevaluasi signifikansi faktor yang akan mempengaruhi 
kinerja yang dilaporkan.  Ada dua jenis informasi penjelas yaitu pertama, faktor 
substansial yang ada diluar kontrol seperti karakteristik lingkungan dan 
demografi. Kedua, faktor yang dapat dikontrol seperti pengadaan staf. 
II.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi 
Kinerja dalam lingkup organisasi adalah hasil kerja yang telah dicapai 
oleh suatu organisasi dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat 
kinerjanya. Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi tergantung 
bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Kinerja organisasi tidak lepas dari 
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Berikut adalah faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja organisasi (Ruky, 2001:7): 
1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan 
untuk mengahasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. 
semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi 
tingkat kinerja organisasi tersebut. 
2. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. 
3. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, 
dan kebersihan. 
4. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam 
organisasi yang bersangkutan. 
5. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar 
bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. 
6. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, 
imbalan, promosi dan lainnya. 
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Diatas menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
kinerja organisasi dalam pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh 
sebuah organisasi atau instansi pemerintahan. Meningkatkan kinerja dalam 
sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang 
ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan 
suatu kegiatan yang telah di tetapkan sebelumnya. 
Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi pemerinthan 
tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Kinerja tidak lepas dari 
faktor-faktor yang mempengaruhi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja organisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Keith Davis dalam buku 
Anwar Prabu Mangkunegara. 
1. Faktor kemampuan ability secara psikologis, kemampuan ability terdiri dari 
kemampuan potensi IQ dan kemampuan reality knowledge+skill. Artinya 
pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ superior, very  superior, gifted dan 
genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam 
menjalankan pekerjaan sehari-hari maka akan mudah menjalankan kinerja 
maksimal. 
2. Faktor motivasi Motivation Motivasi diartiakan sebagai suatu sikap attitude 
piminan dan karyawan terhadap situasi kerja situation dilingkungan 
organisasinya. Mereka yang bersikap positif pro terhadap situasi kerjanya 
akan menunjukan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka berpikir 
negatif kontra terhadap situasi kerjanya akan menunjukan pada motivasi 
kerja yang rendah. Situasi yang dimaksud meliputi hubungan kerja, fasilitas 
kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi 
kerja. (Mangkunegara, 2006:13) 
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Berdasarkan pengertian diatas bahwa suatu kinerja organisasi dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat berjalannya suatu 
pencapaian kinerja yang maksimal faktor tersebut meliputi faktor yang berasal 
dari intern maunpun ekstern. 
II.4. Pengukuran Kinerja  
II.4.1. Definisi pengukuran kinerja 
Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses 
penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah 
ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber 
daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa 
baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh 
pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang 
diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002).  
Sementara menurut Lohman (2003) pengukuran kinerja merupakan suatu 
aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu  yang diderivasi dari tujuan 
strategis organisasi. Whittaker (dalam BPKP, 2000) menjelaskan bahwa 
pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk 
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Simons (dalam 
BPKP, 2000) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam 
memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara 
hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Jadi pengukuran kinerja adalah 
suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian 
pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat 
diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan 
keputusan dan akuntabilitas.  
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Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah 
pelaksannan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah di tentukan,atau 
apakah kinerja dapat dilakukan sesuai dengan jadwal waktu yang di tentukan 
atau apakah hasil kinerja telah di capai sesuai dengan yang di harapkan. Untuk 
melakukan pengukuran tersebut, kita harus mengetahui apa yang menjadi 
definisi dari pengukuran kinerja tersebut . 
Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan 
parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akusisi yang 
dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti 
statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih 
tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran adalah untuk 
meningkatkan kinerja secara umum.(wahimore) 
Pengukuran Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang 
sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa 
indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.. Pengukuran 
kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 
dalam rangka mewujudkan visi dan misi. 
Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan 
untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 
Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan 
sasaran. (James Whittaker, 1993) 
Sedangkan menurut Junaedi (2002 : 380-381) pengukuran kinerja 
merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan 
dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, 
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jasa, ataupun proses. Artinya, setiap kegiatan perusahaan harus dapat diukur 
dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah perusahaan di masa 
yang akan datang yang dinyatakan dalam misi dan visi perusahaan. 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengukuran kinerja 
adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer perusahaan 
menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur keuangan dan non keuangan. 
Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan 
memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik 
dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas 
perencanaan dan pengendalian. 
II.4.2. Indikator  Pengukuran Kinerja 
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 
ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator 
kinerja (performance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk 
mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi 
dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa 
indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan 
pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.  
Indikator kinerja (performance indicator) sering disamakan dengan ukuran 
kinerja (performance measure). Namun sebenarnya, meskipun keduanya 
merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator 
kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang 
sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya 
cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang 
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mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih 
bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan 
untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.  
Dwiyanto (2002) mengemukakan terdapat 5 indikator untuk mengukur 
kinerja organisasi, yaitu:  
a) Produktivitas 
   Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi 
juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umunya dipahami sebagai 
rasio antara input dan output. Produktivitas adalah suatu tingkat prestasi 
organisasi dalam mencapai tujuan, artinya sejauh mana tujuan yang telah 
ditetapkan dapat tercapai.  
b) Kualitas layanan 
  Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting 
dalam menjalankan kinerja organisasi publik. Banyak pandangan yang 
negatif yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas 
layanan yang diterima organisasi publik. Dengan demikian kepuasan 
masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi 
publik.  
c) Responsivitas 
     Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali 
kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan 
mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagai salah satu indikator kinerja 
responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi 
publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi 
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kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan 
ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal 
tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi 
dan tujuan organisasi publik.  
d) Responsibilitas 
    Menjelaskan/mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi 
public yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang 
benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.  
e) Akuntabilitas 
      Seberapa besar kebijakan dan kegiatan publik tunduk pada para 
pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang menunjukkan 
tingkat 20 kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-
nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki para 
stakeholders. 
Selanjutnya menurut Kumorotomo, merumuskan 4 indikator penilaian 
terhadap kinerja organisasi, yaitu:  
a) Efisiensi: menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi 
pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan factor-faktor produksi 
serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila 
diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan 
rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.  
b) Efektivitas: menyangkut rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta 
fungsi agen pembangunan.  
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c) Keadilan: menyangkut distribusi dan alokasi layanan diselenggarakan 
organisasi pelayanan publik. kriteria ini erat kaitannya dengan konsep 
ketercakupan atau kepantasan. Keduanya mempersoalkan apakah efektivitas 
tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi.  
d) Daya tanggap: daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat, dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. 
Salim dan Woodward, (Nasucha 2004:108) melihat kinerja berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan ekonomi, efisiensi, efektivitas dan persamaan 
pelayanan.  
a) Aspek ekonomi, diartikan sebagai strategi untuk menggunakan sumber daya 
yang seminimal mungkin dalam proses penyelenggaraan kegiatan pelayanan 
publik.  
b) Efisiensi kinerja pelayanan publik juga dilihat untuk menunjuk suatu kondisi 
tercapainya perbandingan terbaik (proporsional) antar input pelayanan 
dengan output pelayanan. 
c) Aspek efektivitas kinerja pelayanan ialah untuk melihat tercapainya 
pemenuhan tujuan atau target pelayanan yang telah ditentukan.  
d) Persamaan pelayanan (keadilan). Prinsip keadilan dalam pemberian 
pelayanan publik juga dilihat sebagai ukuran untuk menilai seberapa jauh 
suatu bentuk pelayanan telah memperhatikan aspek-aspek keadilan dan 






II.4.3 Pengembangan Indikator Kinerja 
Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah 
suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator 
untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan 
yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan 
komponen berikut (dalam buku Pengukuran Kinerja Sektor Publik oleh Mohamat 
Mahsun SE,M.Si,Ak): 
1.   Biaya pelayanan (cost of service) 
Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit (unit cost) 
misalnya biaya per unit pelayanan. Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat 
ditentukan biaya unitnya karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi 
atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Kondisi tersebut 
dapat dibuat indikator kinerja produksi, misalnya belanja per kapita. 
2.   Penggunaan Fasilitas (utilization) 
Indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah 
pelayanan yang ditawarkan (supply of service) dengan permintaan publik (public 
demand). Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi public sedangkan 
pengukurannya biasanya berupa volume absolut atau persentase tertentu, 
misalnya persentase penggunaan kapasitas. Contoh lain adalah rata-rata jumlah 
penumpang setiap bus yang dioperasikan. Indikator kinerja ini digunakan untuk 
mengetahui frekuensi operasi atau kapasitas kendaraan yang digunakan pada 
tiap-tiap jalur. 
3.   Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards) 
Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indicator yang paling 
sulit diukur, karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif. 
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Penggunaan indikator kualitas dan standar pelayanan harus dilakukan secara 
hati-hati karena kalau terlalu menekankan indikator ini justru dapat menyebabkan 
kontra produktif. Contoh indikator kualitas dan standar pelayanan misalnya 
perubahan jumlah komplain masyarakat atas pelayanan tertentu. 
     4.   Cakupan pelayanan (coverage) 
Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat 
kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan 
pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. 
    5.   Kepuasan (satisfaction) 
Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapat 
secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi 
masyarakat (need assessment), dapat juga digunakan untuk menetapkan 
indicator kepuasan. Namun demikian, dapat juga digunakan indicator proksi 
misalnya jumlah komplain. Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan 
kerja sama antar unit kerja. 
II.4.4 Elemen Pokok Pengukuran Kinerja 
Berdasarkan berbagai fungsi definisi di atas, dapat disimpulkan elemen 
pokok suatu pengukuran kinerja antara lain : 
1. Menetapkan Tujuan, Sasaran dan Strategi Organisasi 
Tujuan adalah penyataan yang secara umum (belum secara ekplisit) 
tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi 
yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang 
jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan oraganisasi untuk 
mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan, sasaran, dan strategi tersebut ditetapkan 
dengan berpedoman pada visi dan misi organisasi. Berdasarkan tujuan, sasaran 
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dan strategi tersebut selanjutnya dapat ditentukan indikator dan ukuran kinerja 
secara tepat. 
2. Merumuskan Indikator dan Ukuran Kerja 
Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung 
yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran 
kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan 
ukuran kerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, 
sasaran dan strategi. Indikator kinerja dapat dapat berbentuk faktor-faktor 
keberhasilan utama (critical success factors) dan indikator kinerja kunci (key 
performance indicator). Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang 
mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini 
menggambarkan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel 
kunci finansial dan nonfinansial pada kondisi waktu tertentu. Faktor keberhasilan 
utama ini harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam 
organisasi. Sedangkan indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator 
yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial 
maupun nonfinansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. 
Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor 
capaian kerja. 
3. Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran-Sasaran Organisasi 
Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka 
pengukuran kinerja dapat diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian 
tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan 
indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual 
dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, 
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penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan positif berarti 
pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan 
ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan 
kegiatan belum berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. 
Penyimpngan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai atau 
sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. 
4. Evaluasi Kinerja 
Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi 
mengenai nilai kerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi 
dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu.  
Adapun Informasi capaian kinerja dapat dijadikan feedback atau reward-
punishment, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas 
pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Penjelasan tersebut antara lain 
sebagai berikut : 
a. Feedback  
Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja dijadikan dasar bagi 
manajemen atau pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada 
periode berikutnya. Selain itu, hasil ini pun bisa dijadikan landasan 
pemberian reward and punishment terhadap manajer dan anggota 
organisasi. 
b. Penilaian Kemajuan Organisasi 
Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat 
bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai organisasi. Kriteria 
yang digunakan untuk menilai kemajuan organisasi ini adalah tujuan yang 
telah ditetapkan. Dengan membandingkan hasil aktual yang tercapai 
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dengan tujuan organisasi yang dilakukan secara berkala (triwulan, 
semester, tahunan) maka kemajuan organisasi bisa dinilai. Semestinya 
ada perbaikan kinerja secara berkelanjutan dari periode ke periode 
berikutnya. Jika pada satu periode, kinerja yang dicapai ternyata lebih 
rendah daripada periode sebelumnya maka harus diidentifikasi dan 
temukan sumber penyebabnya dan alternatif solusinya.  
c. Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan dan Akuntabilitas 
Pengukuran kinerja menghasilkan informasi yang sangat bermanfaaat 
untuk pengambilan keputusan manajemen maupun stake-holders. 
Keputusan-keputusan yang bersifat ekonomis dan strategis sangat 
mebutuhkan dukungan informasi kinerja ini. Informasi kinerja juga 
membantu menilai keberhasilan manajemen atau pihak yang diberi 
amanah untuk mengelola dan mengurus organisasi. 
Di samping beberapa hal yang sudah disinggung di atas, pengukuran 
kinerja juga merupakan salah satu faktor penting dalam pengimplementasian 
manajemen strategik. Hal ini penting karena pengukuran kinerja merupakan 
salah satu tahapaan dalam siklus manajemen strategis, seperti terlihat pada 




Gambar 2.1 Tahapan Siklus Manajemen Strategis (BPKP:2000) 
Dengan memahami siklus manajemen strategis tersebut dapat diketahui 
bahwa pengukuran kinerja merupakan tahapan yang sangat vital bagi 









ditetapkan oleh organisasi membutuhkan wahana untuk mewujudkannya dalam 
bentuk aktivitas keseharian organisasi. Implementasi rencana strategis akan 
dapat mencapai kualitas yang diinginkan jika ditunjang oleh pola pengukuran 
kinerja yang berada dalam koridor manajemen strategis. Pengukuran kinerja 
yang dimulai dari penetapan indikator kinerja diikuti dengan implementasinya 
memerlukan adanya evaluasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka 
perwujudan visi dan misi organisasi. 
 Jadi, diperlukan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap manajer 
organisasi sektor publik sebagai orang yang diberi amanah oleh masyarakat. 
Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan 
dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. 
Apabila dalam melaksanakan kegiatannya ditemukan hambatan-hambatan 
ataupun kendala yang mengganggu pencapaian kinerjanya, juga akan 
diungkapkan dalam pengukuran kinerja tersebut. Pengukuran kinerja ini sangat 
penting bagi pihak yang memberikan amanah maupun pihak yang diberi 
amanah. Bagi pemberi amanah, pengukuran kinerja dapat dapat digunakan 
untuk menilai kinerja para manajer sektor publik, apakah mereka telah 
menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanahkan atau tidak. Sedangkan 
bagi yang diberi amanah, pengukuran dapat digunakan sebagai media untuk 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanah yang telah dipercayakan kepada 
mereka. Selain itu pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai umpan balik 






II.3.5 Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik 
Oleh karena sifat dan karakteristiknya yang unik, maka organisasi sektor 
publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya tingkat 
laba, tidak hanya efisiensi dan juga tidak hanya ukuran finansial. Pengukuran 
kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek antara lain : (a) kelompok 
masukan (input); (b) kelompok proses (process); (c) kelompok keluaran (output); 
(d) kelompok hasil (outcome); (e) kelompok manfaat (benefit); (f) kelompok 
dampak (impact). 
a) Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 
b) Kelompok proses (process) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi 
kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan 
tersebut. 
c) Kelompok keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat 
dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud  (tangible) maupun tidak 
berwujud (intangible). 
d) Kelompok hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai 
efek langsung. 
e) Kelompok manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir 
dari pelaksanaan kegiatan. 
f) Kelompok dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif 
maupun negatif 
 Berdasarkan aspek-aspek kinerja yang harus diukur pada sektor publik 
tersebut dapat ditelusuri sampai sejauh mana cakupan pengukuran kinerja sektor 
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publik ini. Menurut BPKP (2000) cakupan pengukuran kinerja sektor publik harus 
mencakup item-item sebagai berikut: 
a. Kebijakan (policy); untuk membantu pembuatan maupun 
pengimplementasian kebijakan. 
b. Perencanaan dan penganggaran (planning and budgeting); untuk 
membantu perencanaan dan penganggaran atas jasa yang diberikan dan 
untuk memonitor prubahan terhadap rencana. 
c. Kualitas (quality); untuk memajukan standarisasi atas jasa yang diberikan 
maupun keefektifan organisasi. 
d. Kehematan (economy); untuk me0review pendistribusian dan keefektifan 
penggunaan sumber daya. 
e. Keadilan (equity); untuk meyakini adanya distribusi yang adil dan dilayani 
semua masyarakat. 
f. Pertanggungjawaban (accountability); untuk meningkatkan pengendalian 
dan mempengaruhi pembuatan keputusan. 
II.3.6 Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik 
Sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga 
pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi 
sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. 
Sementara dari perpektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga sangat 
bermanfaat untuk membantu kegiatan pengukuran kinerja juga sangat 
bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian. Berikut 
manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi 
sektor publik (BPKP:2000) sebagai berikut : 
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a. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan 
untuk mencapai kinerja. 
b. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati. 
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan 
membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan 
untuk memperbaiki kinerja. 
d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi 
pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja 
yang telah disepakati. 
e. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya 
memperbaiki kinerja organisasi. 
f. Mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 
g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 
h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif 
i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. 
j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi. 
II.3.7 Syarat-Syarat Indikator Kinerja Ideal 
Indikator kinerja bisa berbeda untuk setiap organisasi, namun setidaknya ada 
persyaratan umum untuk terwujudnya suatu indikator yang ideal. Menurut Palmer 
(1995), syarat-syarat indikator yng ideal adalah sebagai berikut: 
a. Consitency. Berbagai definisi yang digunakan untuk merumuskan 
indikator kinerja harus konsisten, baik antara periode waktu maupun antar 
unit-unit organisasi. 




c. Clarity. Indikator kinerja harus sederhana, didefinisikan secara jelas dan 
mudah dipahami. 
d. Controllability. Pengukuran kinerja terhadap seorang manajer publik 
harus berdasarkan pada area yang dapat dikendalikannya. 
e. Contingency. Perumusan indikator kinerja bukan variaabel yang 
independen dari lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi, 
gaya manajemen, ketidakpastian dan kompleksitas lingkungan eksternal 
harus dipertimbangkan dalam perumusan indikator kinerja. 
f. Comprehensiveness. Indikator kinerja harus merefleksikan semua aspek 
perilakuyang cukup penting untuk pembuatan keputusan manajerial. 
g. Boundedness. Indikator kinerja harus difokuskan pada faktor-faktor utama 
yang merupakan keberhasilaan organisasi. 
h. Relevance. Berbagai penerapan membutuhkan indikator spesifik 
sehingga relevan untuk kondisi dan kebutuhan tertentu. 
i. Feasibility. Target-target yang digunakan sebagai dasar perumusan 
indikator kinerja harus merupakan harapan yang realistik dan dapat 
dicapai. 
Sementara itu, syarat indikator kinerja menurut BPKP (2000) adalah 
sebagai berikut : 
a. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan 
kesalahan interpretasi. 
b. Dapat di ukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun 
kualitatif, yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai 
kesimpulan yang sama. 
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c. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang 
relevan. 
d. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan 
keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak serta 
proses. 
e. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian 
pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan 
f. Efektif. Data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang 
bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya 
yang tersedia. 
II.4. Kerangka  Fikir 
Berbicara mengenai kinerja maka tuntutan terhadap perbaikan kinerja 
sektor publik semakin tinggi mengingat dalam era demokrasi dan revolusi 
informasi ini, masyarakat akan semakin cerdas, mudah memperoleh informasi 
dan semakin banyak tuntutannya. Oleh karena itu, perbaikan kinerja sektor publik 
perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Selain 
itu perhatian terhadap kualitas menjadi sangat penting karena ini akan 
menggambarkan pencapaian kepuasan pengguna layanan sehingga 
peningkatan pelayanan sangat terkait dengan peningkatan kinerja. Kinerja 
(peformance) dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau “degree 
of accoumplishment” atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat 
pencapaian tujuan organisasi (Rue & Byars). Penilaian kinerja merupakan suatu 
kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran 
keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Informasi tentang kinerja 
organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang 
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dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan 
atau belum. 
Namun, pengukuran keberhasilan maupun kegagalan sebuah organisasi 
(instansi pemerintah) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit 
dilakukan secara obyektif, disebabkan oleh karena belum diterapkannya sistem 
pengukuran kinerja, yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan secara 
obyektif dan terukur dari pelaksanaan program-program di suatu instansi 
pemerintah. 
Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut 
(dalam buku Pengukuran Kinerja Sektor Publik oleh Mohamat Mahsun): 
1.   Biaya pelayanan (cost of service) 
Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit (unit 
cost), misalnya biaya per unit pelayanan. Beberapa pelayanan mungkin tidak 
dapat ditentukan biaya unitnya,karena output yang dihasilkan tidak dapat 
dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan.  
2.   Penggunaan Fasilitas (utilization) 
Indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah 
pelayanan yang ditawarkan (supply of service) dengan permintaan publik (public 
demand). Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan 
pengukurannya biasanya berupa volume absolut atau persentase tertentu, 
misalnya persentase penggunaan kapasitas. Contoh lain adalah rata-rata jumlah 
penumpang per bus yang dioperasikan. Indikator kinerja ini digunakan untuk 
mengetahui frekuensi operasi atau kapasitas kendaraan yang digunakan pada 
tiap-tiap jalur. 
3.   Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards) 
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Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling 
sulit diukur, karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif. 
Penggunaan indikator kualitas dan standar pelayanan harus dilakukan secara 
hati-hati karena kalau terlalu menekankan indikator ini justru dapat menyebabkan 
kontra produktif. Contoh indikator kualitas dan standar pelayanan misalnya 
perubahan jumlah komplain masyarakat atas pelayanan tertentu. 
     4.   Cakupan pelayanan (coverage) 
Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat 
kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan 
pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. 
    5.   Kepuasan (satisfaction) 
Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapat 
secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi 
masyarakat (need assessment), dapat juga digunakan untuk menetapkan 
indikator kepuasan. Namun demikian, dapat juga digunakan indikator proksi 
misalnya jumlah komplain. Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan 
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III.1. Pendekatan Penelitian  
Dalam penelitian tentang Kinerja BKKBN Kabupaten Pangkep, penulis 
menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat 
deskriptif yaitu memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai 
masalah yang dihadapi.  
III.2. Lokasi Penelitian  
Unit analisis penelitian ini adalah organisasi, yakni Kantor Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  Kabupaten Pangkep yang 
beralamat di JL.H.M Arsyad B No 7 Pangkajene dan berfokus pada kinerja 
organisasi. 
III.3 Fokus Penelitian 
Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data, 
sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan 
pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka fokus penelitian 
dalam karya ilmiah ini, yakni untuk mengetahui kinerja BKKBN di Kabupaten 
Pangkep. 
III.4 Narasumber atau Informan  
Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang 
yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. 
Untuk memperoleh data secara representatif, maka diperlukan informan kunci 
yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang 
dikaji. Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut:  
1) Kepala BKKBN Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan 
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2) Pegawai BKKBN Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan 
3) Masyarakat pengguna layanan 
III.5 Jenis dan Sumber Data  
Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder yaitu:  
1) Data primer 
Data yang diperoleh langsung pada sumber yaitu  BKKBN Kabupaten 
Pangkep dengan cara pengamatan atau observasi dan wawancara pada 
informan untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan penelitian ini. 
2) Data sekunder 
Data sekunder maksudnya yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung 
untuk mendukung penulisan pada penelitian ini melalui dokumen atau 
catatan yang ada serta tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media dan 
arsip-arsip resmi yang dapt mendukung kelengkapan data primer yang 
senang tiasa berkaitan dengan masalah.  
III.6 Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis lakukan ada 3 
(tiga) cara yaitu : 
1) Wawancara  
Wawancara dilakukan kepada informan kunci serta informan-informan lain 
yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut. 
2) Observasi  
Dalam observasi ini penulis turun langsung ke lapangan untuk mengambil 
data baik data sekunder maupun data primer, serta melihat secara langsung 
kondisi real yang terjadi di lapangan. 
3) Dokumentasi  
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Penelitian ini diperkuat dengan dokumen-dokumen berupa buku-buku, 
pasal-pasal, serta dokumen-dokumen yang dianggap relevan dengan 
penelitian tersebut. Selain  itu, akan di dokumentasikan dengan cara 
mengambil gambar secara langsung di lapangan. 
III.7 Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini teknik analisis data ada 3 cara yaitu :.  
1) Reduksi data (Data Reduction)  
Teknik ini dilakukan dengan cara memilah-milah data mana yang paling 
penting dan data yang tidak terlalu penting sehingga dengan demikian 
data tersebut bisa memberikan gambaran tentang data yang 
sesungguhnya.  
2) Penyajian data (Data Display)  
Setelah data d ipilah-pilah maka tindakan penulis selanjutnya adalah 
memaparkan dan mendeskripsikan data-data yang telah dipilih serta 
menjelaskan hubungan antara data yang satu dengan data yang lainnya 
dalam bentuk narasi. 
3) Penarikan kesimpulan/verifikasi (Conclusion Drawing/verfication)  
Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 
bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang 
kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 
apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh 
bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
IV.1.1 Sejarah Singkat Badan Kesehatan dan Keluarga Berencana Nasional 
Kabupaten Pangkep 
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 
Tahun 2007 tentang Organisasi  dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Pemerintah Kabupaten Pangkep (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9), 
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah di Bidang Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. 
Lokasi kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Pangkep berada di Jl. H. M. Arsyad B No. 7. Pada 
umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk 
mendukung pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Pangkep. Nilai aset yang dikelola Per 31 Desember 2015 
sebesar Rp. 7.162.634.047,- 
IV.1.2 Visi dan Misi 
Visi : “Perempuan dan Laki – Laki Memang Beda, Tetapi Tidak Untuk Dibeda – 





1. Meningkatkan Kepedulian dan Peran Serta Masyarakat Dalam 
Pendewasaan Usia Perkawinan 
2. Mengupayakan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Kelahiran 
3. Peningkatan Kesejahteraan dan Memperkuat Ketahanan Keluarga 
4. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 
IV.1.3 Tugas dan Fungsi 
Tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Pangkep adalah untuk melaksanakan kewenangan Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, 
BPPKB mempunyai fungsi sebagai berikut : 
1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan KB 
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di 
Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB . 
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak dan KB. 
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, Keuangan, 
Kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. 
5. Pengelolaan unit pelaksana teknis Badan. 
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 




IV.1.4 Struktur Organisasi 
Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Pangkep  terdiri dari : 
a. Kepala  Badan 
b. Sekretaris Badan membawahi 
I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
II. Sub Bagian Pelaporan dan Perencanaan 
III. Sub Bagian Keuangan 
c. Bidang Pengarusutamaan Gender membawahi 
I. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender 
II. Sub Bidang Advokasi dan KIE 
d. Bidang Keluarga Berencana membawahi 
I. Sub Bidang Keluarga Berencana 
II. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi 
e. Bidang Keluarga Sejahtera membawahi 
I. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 
II. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga 
f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak  membawahi 
a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan 
b. Sub Bidang Perlindungan Anak 
g. Kelompok Jabatan Fungsional 
  Agar pembangunan lima tahun ke depan tidak berjalan sendiri tanpa arah 
maka diperlukan satu arahan dan persamaan visi yang mengarah pada tindakan 
penuh kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak agar terjalin pembangunan 
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terkoordinasi dan berdayaguna termasuk pembangunan yang dijalankan Badan 
pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan instansi lainnya. 
IV.1.5 Keadaan Pegawai 
Pegawai yang bekerja pada kantor BKKBN Kabupaten Pangkep memiliki 
latar belakang pendidikan yang beragam dan menempati jabatan yang beragam 
pula. Berikut ini tabel keadaan pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dan 
pangkat atau golongannya : 
a. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan: 
Tabel IV.1 
Rekapitulasi PNS Menurut Latar Belakang Pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang ) 
1 S2 2 
2 S1 37 
3 D3 3 
4 SLTA 48 
5 SLTP 1 
 JUMLAH 91 
Sumber : Data Kepegawaian Kantor BKKBN 2015 
b. Berdasarkan Pangkat/Golongan: 
Tabel IV.2 
Rekapitulasi PNS Menurut Pangkat/Golongan 
No Pangkat/Golongan Jumlah (Orang ) 
1 Golongan I 1 
2 Golongan II 28 
3 Golongan III 51 
4 Golongan IV 11 
 JUMLAH 91 
Sumber : Data Kepegawaian Kantor BKKBN 2015 
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IV.2 Hasil Penelitian 
Untuk Melihat kinerja Badan Kesahatan Dan Keluarga Berencana 
Nasional (BKKBN) di Kabupaten Pangkep, penulis menggunakan lima indikator 
penilaian kinerja organisasi menurut Mohamat Mashun (dalam buku pengukuran 
kinerja sektor publik),yaitu :  
IV.2.1 Indikator Biaya Pelayanan   
Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit (unit 
cost), misalnya biaya per unit pelayanan. Beberapa pelayanan mungkin tidak 
dapat ditentukan biaya unitnya, karena output yang dihasilkan tidak dapat 
dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Biaya 
pelayanan yang penulis maksud yaitu biaya yang dikenakan kepada masyarakat 
dalam pelaksanan program BKKBN. Jenis biaya pelayanan yang dikenakan,dan 
sumber angaran pembiayaan pelayanan program BKKBN. 
Biaya menurut Supriyono (2000;16), adalah harga perolehan yang 
dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan 
atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. 
 Menurut Henry Simamora (2002;36), biaya adalah kas atau nilai setara 
kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat 
pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. 
Menurut Mulyadi (2001;8), biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis 
 yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang 
kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. 
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Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong 
menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. 
Menurut Kotler (1994), pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang dapat 
ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain yang biasanya tidak kasat 
mata, dan hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut. Hadipranata 
(1980) berpendapat bahwa, pelayanan adalah aktivitas tambahan di luar tugas 
pokok (job description) yang diberikan kepada konsumen-pelanggan, nasabah, 
dan sebagainya-serta dirasakan baik sebagai penghargaan maupun 
penghormatan. 
Untuk mengetahui  biaya pelayanan kepada masyarakat, jenis biaya 
pelayanan dan sumber anggaran pembiayaan pelayanan program BKKBN 
berikut ini hasil dari wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan Kepala 
BKKBN Kabupaten Pangkep dr. Hj. Andi Muliati Halid, M.Kes yang mengatakan 
bahwa ada sedikitnya tiga program utama BKKBN dan pembiayaannya 
ditanggung oleh pemerintah. Berikut kutipan wawancara dengan kepala BKKBN 
Kabupaten Pangkep: 
”program pokok BKKBN ada tiga antara lain 1.pengendalian penduduk, 
2.Keluarga berencana,3.Pembangunan Keluarga.Terkait biaya pelayanan 
program KB di biayai oleh pemrintah,ada yang bersumber dari APBD dan 
APBN untuk pengadaan karena tanggung jawab dari BKKBN yaitu 
pengadan Alat dan obat kontrasepsi (ALAKON) tetapi yang melayani itu 
dari dinas kesehatan,karena tanpa adanya kerjasama dengan dinas 
Kesehatan BKKBN ini tidak bekerja secara maksimal.Akan tetapi biaya 
yang dikenakan untuk masyarakat berupa jasa yang ditetapkan oleh 
dinas kesehatan (BIDAN) kepada masyarakat tergantung dari jenis 
ALAKON yang mau di pasang”. (Hasil wawancara pada tanggal 16 April 
2016) 
 
Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) 
program pokok dari BKKBN yaitu pengendalian penduduk, keluarga berencana 
dan pembangunan keluarga. Biaya pelayanan program Keluarga Berencana 
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dibiayai oleh pemerintah yaitu bersumber APBD dan APBN. Anggaran tersebut 
untuk pengadaan alat karna memang merupakan tanggung jawab dari BKKBN 
untuk pengadaan Alat dan obat kontrasepsi (ALAKON). Namun untuk 
pelayanannya dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan karena tanpa adanya 
kerjasama dengan dinas Kesehatan, BKKBN ini tidak dapat bekerja secara 
maksimal. Adapun biaya yang dikeluarkan hanya biaya jasa pemasangan 
ALAKON yang dilakukan oleh bidan. 
Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh salah satu pegawai Kantor 
BKKBN Kabupaten Pangkep mengenai biaya pelayanan yang mengatakan 
bahwa : 
“terkait biaya pelayanan yang dikenakan kepada masyarakat di kantor ini 
tidak ada, karena sudah ada anggarannya dari pusat. Namun terdapat 
biaya jasa dari bidan yang dikenakan kepada masyarakat, kami di sini 
hanya menfasilitasi masyarakat. Yang melakukan pemasangan ALAKON 
yaitu Bidan”. ( Hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2016 ) 
 
Jadi, biaya pelayanan yang dikenakan kepada masyarakat di kantor 
BKKBN tidak ada, karena sudah ada anggarannya dari pusat. Adapun biaya 
yang di keluarkan hanya biaya jasa untuk bidan yang melakukan pemasangan 
ALAKON kepada masyarakat. 
Berikut ini pendapat lain masyarakat terkait biaya pelayanan dari pihak 
BKKBN Kabupaten Pangkep kepada masyarakat, berikut petikan wawancara 
dengan masyarakat yang berinisial Km yang mengatakan bahwa tidak ada 
pungutan biaya jasa di Kantor BKKBN, ALAKON yang diberikan pihak BKKBN 
bersifat gratis karena sudah dianggarkan oleh pemerintah. Berikut petikan 
wawancara dengan salah seorang masyarakat pengguna layanan: 
“pihak BKKBN Kabupaten Pangkep tidak memungut biaya pelayanan 
kepada masyarakat karena mereka hanya menfasilitasi kami, dan yang 
memberikan pelayanan lanjutan yaitu pihak dinas kesehatan ( Bidan ) 
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seperti pemasangan implant KB”. (Hasil Wawancara pada tanggal 8 Mei 
2016 ) 
 
Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak BKKBN 
Kabupaten Pangkep tidak memungut biaya pelayanan terhadap masyarakat 
karena BKKBN hanya memfasilitasi ALAKONnya, biaya yang dikeluarkan hanya 
biaya jasa pemasangan yang dilakukan oleh bidan. 
Dalam pelayanan yang dilakukan oleh pihak BKKBN, terkadang ada 
masyarakat yang menggunakan kartu BPJS dalam memperoleh pelayanan 
sehingga untuk biaya pemasangan yang dilakukan oleh bidan juga digratiskan. 
 Salah seorang masyarakat yang berisinial An mengatakan bahwa : 
“masyarakat yang mempunyai kartu BPJS digratiskan biaya pemasangan 
KB, namun yang tidak memiliki kartu di kenakan biaya jasa yang 
diberikan oleh Bidan”  ( Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2016 ) 
 
Bagi masyarakat yang memiliki kartu BPJS sudah digratiskan untuk biaya 
jasa  pemasangan KB oleh dinas kesehatan dalam hal ini adalah Bidan. 
         Hal ini juga diungkapkan oleh masyarakat yang berinisial S. yang pada saat 
wawancara mengatakan bahwa : 
“kalau saya berkunjung di kantor BKKBN dan ingin melakukan 
pemasangan KB,atau alat kontrasepsi mereka langsung menfasilitasi 
saya dan tidak ada biaya yang di pungut oleh pihak BKKBN tetapi untuk 
pemasangan implant berupa spiral saya harus membayar ke bidan untuk 
pemasangannya”. ( Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2016 ) 
 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada biaya 
pelayanan yang dikenakan oleh pihak BKKBN Kabupaten Pangkep dalam hal 
pemberian ALAKON kepada masyarakat karena anggaran yang digunakan 
bersumber dari APBN dan APBD. Untuk anggaran APBN BKKBN di Tahun 2016 
sebesar Rp. 215.698.315.100,-. Adapun anggaran yang ditujukan untuk BKKBN 
Kabupaten Pangkep sebesar Rp.329.040.000,-. Anggaran ini digunakan untuk 
pembelian Alat kesehatan dan Obat Kontrasepsi (ALAKON).Dan pemasanagan 
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Alat dan Obat kontrasepsi yang di bebankan Bidan kepada masyarkat berkisar 
anatar Rp.50.000 – dengan Rp.250.000 tergantung dari jenis ALOKON yang di 
pasang kepada masyarakat. 
IV.2.2 Penggunaan Fasilitas (utilization) 
Indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah 
pelayanan yang ditawarkan (supply of service) dengan permintaan publik (public 
demand). Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan 
pengukurannya biasanya berupa volume absolut atau persentase tertentu, 
misalnya persentase penggunaan kapasitas. 
Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan dan memudahkan 
pelaksanaan fungsi. Fasilitas merupakan komponen individual dari penawaran 
yang mudah ditumbuhkan atau dikurangi tanpa mengubah kualitas dan model 
jasa. 
Berikut ini Fasilitas Pelayanan KB yang tersedia Di Kantor BKKBN 
Kabupaten Pangkep : 
Tabel IV.3 Fasilitas Pelayanan KB 
No Fasilitas Jumlah 
1 Alat kesehatan kebidanan 4 jenis 
2 Kotak alat-alat peraga meloce SAS 2 jenis 
3 Kendaraan angkutan peserta KB 3 buah 
4 Mobil unit pelayanan KB 2 buah 
5 Motor operasional BKKBN 24 buah 
6 Alat peraga Bina Keluarga Balita 12 jenis 
7 Alat peraga/praktek sekolah 12 jenis 
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Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin BKKBN 
Kabupaten  Pangkep  Tahun 2015. 
Untuk mengetahui penggunaan fasilitas pelayanan program BKKBN, 
berikut ini hasil dari wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan Kepala 
BKKBN kabupaten Pangkep dr. Hj. Andi Muliati Halid, M.Kes yang mengatakan 
bahwa: 
“kalau fasilitas untuk pelayanan KB sudah ada sarana seperti 
Puskesmas, Pustu, Posyandu, dan Polindes yang tersebar di seluruh 
kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkep, dan peralatan yang ada 
sudah cukup bagus. Kalau Tubektomi harus di bawah ke Rumah Sakit 
karena disana peralatan jauh lebih lengkap daripada di puskesmas dan 
lainnya”.( Hasil wawancara pada tanggal 16 April 2016 ) 
 
Untuk Fasilitas pelayanaan BKKBN Kabupaten Pangkep sudah cukup 
memadahi ini dibuktikan dengan tersedianya fasilitas–fasilitas pelayanan dasar 
tersebut di Puskesmas, Pustu, Posyandu, dan Polindes. Adapun untuk fasilitas 
Tubektomi khusus tersedia di Rumah Sakit. 
Sedangkan menurut salah satu pengawai BKKBN Kabupaten Pangkep 
yang berinisial K yang mengatakan bahwa : 
 “fasilitas yang tersedia di BKKBN yaitu berupa kendaraan angkutan 
peserta KB dan mobil unit pelayanan KB. Jadi kalau ada masyarakat 
yang berminat melakukan pemasangan Alat Kontrasepsi kami 
menfasilitasinya dan mengantarkan ke Rumah sakit  atau ke Dinas 
Kesehatan. Karena BKKBN bekerja sama dengan Dinas Kesehatan”         
( Hasil wawancara pada tanggal 16 April 2016 ) 
 
Adapun untuk pelayanan Tubektomi yang khusus tersedia di Rumah 
Sakit, BKKBN hanya bertugas memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan 




Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat 
terkait fasilitas yang di sediakan oleh BKKBN Kabupaten Pangkep yang berinisial 
K.M yang mengatakan bahwa : 
“kalau menurut saya fasilitas yang disediakan oleh pihak BKKBN 
Kabupaten Pangkep lumayan lengkap dan pihaknya sigap dalam 
melayani dan saya merasa puas terkait pelayanan yang diberikan  ”.         
( Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2016 ) 
 
Pihak BKKBN  telah menyediakan fasilitas yang baik, dalam pelayanan 
terhadap masyarakat juga sudah baik dan sigap. Hal ini senada yang di 
ungkapkan oleh peserta KB yang berinisial A.N yang mengatakan bahwa : 
“Pihak BKKBN pangkep cepat dalam menfasilitasi masyarakat yang ingin 
melakukan pemasangan Alat Kontrasepsi dan menyediakan mobil 
angkutan peserta KB serta mengantarkan ke Rumah Sakit” ( Hasil 
wawancara pada tanggal 8 Mei 2016 ) 
 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang 
disediakan oleh pihak BKKBN Kabupaten Pangkep sudah lengkap dan tersebar 
di seluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkep. asilitas tersebut 
seperti kendaraan operasional berupa mobil dinas, motor dinas, pustu, posyandu 
dan polindes.  
IV.2.3.   Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards) 
Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling 
sulit diukur, karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif. 
Penggunaan indikator kualitas dan standar pelayanan harus dilakukan secara 
hati-hati karena kalau terlalu menekankan indikator ini justru dapat menyebabkan 
kontra produktif. Contoh indikator kualitas dan standar pelayanan misalnya 
perubahan jumlah komplain masyarakat atas pelayanan tertentu. 
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Tjiptono (2004:11), Mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian untuk 
digunakan (fitness untuk digunakan). Definisi lain yang menekankan orientasi 
harapan pelanggan pertemuan.  
Kadir (2001:19), Menyatakan bahwa kualitas adalah tujuan yang sulit 
dipahami (tujuan yang sulit dipahami), karena harapan para konsumen akan 
selalu berubah. Setiap standar baru ditemukan, maka konsumen akan menuntut 
lebih untuk mendapatkan standar baru lain yang lebih baru dan lebih baik. Dalam 
pandangan ini, kualitas adalah proses dan bukan hasil akhir (meningkatkan 
kualitas kontinuitas). 
Faktor-Faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi salah satunya yaitu 
kualitas input atau material yang di gunakan oleh organisasi,sehinggah perlu 
untuk memperhatikan kualitas dari suatu organisasi. 
Untuk mengetahui kualitas pelayanan program BKKBN berikut ini hasil 
wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan Kepala BKKBN kabupaten 
Pangkep dr. Hj. Andi Muliati Halid, M.Kes yang mengatakan bahwa : 
“prosedur secara teknis sudah diatur dalam SOP yang dibuat oleh 
BKKBN dan bekerja sama dengan dinas kesehatan. Namun yang 
mengatur jalannya SOP itu Dinas Kesehatan. Penggunaan fasilitas untuk 
BKKBN yang diberikan kepada masyarakat masih kurang di respon 
masyarakat apalagi di daerah kepulauan misalnya Pulau Liukang 
Tupabiring dan Liukang Tanggaya masyarakat tersebut masih kurang 
menginginkan program KB. Akan tetapi disamping itu penyebabnya juga 
adalah pegawai penyulu KB tidak maksimal dalam melakukan 
penyuluhan, karena jarak dan waktu.” ( Hasil wawancara pada tanggal 16 
April 2016 ) 
 
Dari penjelasan Kepala BKKBN dikatakan bahwa Standar Operasional 
Pelayanan telah dibuat oleh BKKBN, namun dalam pelaksanaan seperti 
pemasangan alat kontrasepsi sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan 
sebagai bentuk kerjasama antara BKKBN dan Dinas Kesehatan. Akan tetapi 
masyarakat belum terlalu merespon pelayanan dari BKKBN tersebut, hal ini 
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disebabkan disamping karena memang kesadaran masyarakat terhadap program 
dari BKKBN semisal program KB yang masih kurang, juga disebabkan oleh 
belum maksimalnya petugas penyuluh dari BKKBN dalam menjalankan 
sosialisasi dari program BKKBN itu sendiri karena terkendala jarak dan waktu. 
Hal ini senada dengan yang di ungkapkan salah satu pegawai BKKBN 
yang mengatakan bahwa : 
“kinerja BKKBN selama ini belum maksimal karena pihak penyuluh belum 
maksimal dalam melakukan tugasnya, ini juga dikarenakan pemahaman 
masyarakat tentang banyak anak banyak rejeki masih kuat dan lokasi 
masyarakat yang jauh dari jangkauan penyuluh.” ( Hasil wawancara pada 
tanggal 16 April 2016 ) 
 
 Selain itu, hal lain yang  menjadi kendala dari petugas penyuluh dalam 
mensosialisasikan program BKKBN adalah masih kuatnya pemahaman lama di 
tengah masyarakat yakni pemahaman semakin banyak anak berarti semakin 
banyak rejeki yang akan mereka dapatkan. 
Terkait penilaian masyarakat terhadap kualitas dan standar pelayanan 
kinerja BKKBN berikut petikan wawancara dengan masyarakat yang berinisial 
A.N yang mengatakan bahwa : 
 “kualitas yang di berikan BKKBN dalam hal pelayanan sudah bagus 
karna sigap dalam mefasilitasi masyarakat yang ingin ikut dalam program 
BKKBN terutama dalam hal program Keluarga Berencana(KB). ( Hasil 
wawancara pada tanggal 8 Mei 2016 )  
 
 BKKBN dalam melayani masyarakat yang ingin mengikuti program 
BKKBN sudah baik, hal ini dibuktikan dengan kesigapan BKKBN dalam melayani 
masyarakat tersebut, seperti dalam program Keluarga Berencana (KB). 
Hal ini senada yang di ungkapkan oleh masyarakat yang beriinisial K.M 
yang menyatakan bahwa : 
“Petugas BKKBN sudah cakap dan ramah dalam meberikian pelayanan 
kepada masyarakat karna penyuluh KB sangat sering memberikan 
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penyuluhan tentang keluarga berencana(KB) dan kesehatan reproduksi”. 
( Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2016 )   
 
 Dari kutipan wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa petugas BKKBN 
cakap dan ramah dalam memberikan layanan, sosialisasi yang di lakukan oleh 
penyuluh juga sudah berjalan. 
Sedangkan menurut masyarakat yang berinisial S yang mengatakan 
bahwa : 
“Menurut saya kualitas pelayanan yang di berikan oleh BKKBN belum 
maksimal karna belum bisa menjangkau ke semua wilayah kecamatan 
yang ada di kabupaten Pangkep,terutama di wilayah kepulauan” ( Hasil 
wawancara pada tanggal 8 Mei 2016 ) 
 
 Kualitas pelayanan yang diberikan BKKBN belum maksimal, hal ini 
dikarenakan program dari BKKBN belum bisa menjangkau ke semua wilayah 
Kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkep, terutama di wilayah kepulauaan. 
Tidak maksimalnya program ini di sebabkan karena penyuluh yang di tugaskan di 
wilayah tersebut, terutama wilayah kepulauan, masih belum memaksimalkan 
tugasnya di karenakan faktor jarak serta kemalasan dari petugas penyuluh 
tersebut. 
Dan berikut ini jumlah complain yang di terima oleh pihak BKKBN yaitu : 
Tabel IV.4 Jumlah Komplain 
Tahun Jumlah Kasus 
2013 8 kasus 
2014 9 kasus 
2015 19 kasus 
 
Sumber: P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 




Dari hasil wawancara dan data yang di dapatkan oleh penulis di kantor 
BKKBN Kabupaten Pangkep dapat disimpulkan bahwa kualitas dan standar 
pelayanan yang di berikan oleh BKKBN belum maksimal, karna belum mampu 
menjangkau daerah tertentu di Kabupaten Pangkep, seperti daerah kepulauan,  
Liukang Tupabiring, dan Liukang Tangngaya. Hal ini disebabkan karena petugas 
penyuluh BKKBN tidak memaksimalkan tugasnya, dikarenakan kendala yang 
dihadapi oleh penyuluh adalah persoalan jarak yang terlalu jauh dan sulit 
dijangkau seperti diwilayah kepulauan dan pegunungan, karena rata-rata 
penyuluh BKKBN berdomisili di daratan (wilayah perkotaan). Karena kurangnya 
sosialisasi program BKKBN oleh penyuluh itu sendiri terkhusus di daerah 
kepulauan, mengakibatkan  adanya peningkatan jumlah complain yang di terima 
oleh BKKBN Kabupaten Pangkep di tahun 2015 sebanyak 19 kasus dibanding 
tahun 2013 dan 2014 yang hanya sebanyak 8 dan 9 kasus. 
     IV.2.4.   Cakupan Pelayanan (coverage) 
Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat 
kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan 
pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Berikut ini 
cakupan pelayanan yang diberikan oleh BKKBN Kabupaten Pangkep  : 
 
Tabel IV.5 Cakupan Pelayanan BKKBN Kabupaten Pangkep 
NO Jenis Cakupan Pelayanan 
1. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 
2. Cakupan Peserta KB Aktif 
3. Cakupan Peserta KB Baru 
4. Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKB - Sub PPKBD) 
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5. Bina Keluarga Balita (BKB) 
6. Bina Keluarga Remaja (BKR) 
7.  Bina Keluarga Lansia (BKL) 
Sumber: Data BKKBN Kabupaten Pangkep Tahun 2015 
Cakupan pelayanan BKKBN berdasarkan tabel diatas terdiri dari tujuh 
jenis pelayanan yang kesemuanya merupakan program dari BKKBN Kabupaten 
Pangkep. 
Untuk mengetahui cakupan pelayanan yang di berikan oleh BKKBN 
berikut ini hasil dari wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan Kepala 
BKKBN Kabupaten Pangkep dr. Hj. Andi Muliati Halid, M.Kes yang mengatakan 
bahwa : 
“Program di BKKBN itu mengenai pembangunan keluarga, pertumbuhan 
keluarga. BKB, BKR, BKL, dan di tambah dengan program KPPS,  
peningkatan penghasilan keluarga sejahtera. Kemudian untuk remaja 
yang menikah di usia dini kami mempunyai program PUP (Pendewasaan 
Usia Pernikahan), saya melihat sudah ada peningkatan pelayanan yang 
di berikan tapi kinerja belum maksimal.” ( Hasil wawancara pada tanggal 
16 April 2016 ) 
 
Pelaksanaan program yang di jalankan oleh BKKBN belum terlaksana 
secara maksimal, karena dari ketujuh program BKKBN ada satu program BKKBN 
yakni program PUP (Pendewasaan Usia Pernikahan) belum berjalan secara 
maksimal, dikarenakan pernikahan di usia muda yang terjadi dikalangan 
masyarakat belum mendapatkan pemahaman secara maksimal tentang 
pernikahan yang dilakukan secara dini karena banyak faktor yang harus 
diperhatikan oleh masyarakat yang melakukan pernikahan di usia muda seperti 




Hal ini juga senada dengan yang di ungkapkan salah satu pegawai 
BKKBN yang mengatakan bahwa : 
“untuk meningkatkan pelayanan kepada masayarkat kami dari BKKBN 
mensosialisasikan di lapangan untuk memberikan pemahaman kepada 
masyarakat terkait bahaya atau dampak dari pernikahan dini terhadap 
reproduksi serta keluarga berencan(KB)/program dua anak cukup .”( Hasil 
wawancara pada tanggal 5 Mei 2016 ) 
 
Terkait penilaian masyarakat terhadap cakupan pelayanan yang di 
berikan oleh BKKBN Kabupaten Pangkep masih banyak masyarakat yang belum 
memahami bahaya atau dampak dari pernikahan dini terhadap sistem reproduksi 
yang dimiliki oleh ibu muda 
Berikut petikan wawancara dengan masyarakat yang berinisial S. yang 
mengatakan bahwa: 
“Cakupan pelayanan yang di berikan oleh BKKBN sudah bagus, namun 
petugas lapangan ( penyulu dari BKKBN ) belum maksimal dan 
memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait KB terkhusus di 
daerah Kecamatan Ballocci ini, kami juga selaku masyarakat masih 
belum memahami sepenuhnya dari tiap program yang di berikan, kami 
perlu pemahaman secara mendalam dan di barengi dengan praktek ”       
( Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2016 ) 
 
 Ini menunjukkan bahwa penyuluh BKKBN memang belum menjalankan 
tugasnya secara maksimal, karena masih banyak masyarakat yang belum 
memahami setiap program yang diberikan, salah satu contohnya dampak 
pernikahan dini terhadap system reproduksi ibu muda. 
Sedangkan menurut masyarakat yang berinisial K.M yang mengatakan 
bahwa : 
“kalau saya melihat pelayanan yang di tawarkan BKKBN semuanya 
bagus dan menarik akan tetapi masih ada beberapa hal yang kurang dan 
harus ditingkatkan terkhusus mengenai pemahaman masyarakat yang 
mengatakan banyak anak banyak rezeki, hal ini yang harus di hilangkan 
dari masyarakat dan BKKBN lewat penyuluhnya tiap kecamatan yang di 
pangkep lebih maksimal lagi dalam melakukan peyuluhan dari program 




Di samping itu BKKBN masih belum memaksimalkan sosialisasi lanjutan 
dari program yang dijalankan, karena masih banyak masyarakat yang belum 
memahami program tersebut, dan juga mitos di masyarakat yang mengatakan 
banyak anak banyak rezeki belum mampu di minimalisir oleh pihak BKKBN 
melalui sosialisai lanjutan dari program KB itu sendiri.  
Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa cakupan 
pelayanan yang di berikan oleh BKKBN Kabupaten Pangkep sudah berjalan 
namun belum maksimal, hal ini dikarenakan masih ada cakupan pelayanan yang 
tidak berjalan dengan baik seperti Pendewasaan Usia Pernikahan, hal ini 
dibuktikan dengan masih tingginya tingkat pernikahan dini usia muda di 
Kabupaten Pangkep. Selain itu, salah satu hal yang menghambat program 
cakupan pelayanan BKKBN adalah masih kurangnya tingkat partisipasi 
masyarakat dalam program BKKBN di karenakan paham masyrakat yang berpikir 
bahwa banyak anak banyak rejeki masih kental di kepala masyarakat di 
Kabupaten Pangkep itu sendiri. 
    IV.2.5.   Kepuasan (satisfaction) 
Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapat 
secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi 
masyarakat (need assessment), dapat juga digunakan untuk menetapkan 
indikator kepuasan. Namun demikian, dapat juga digunakan indikator proksi 
misalnya jumlah komplain. Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan 
kerja sama antar unit kerja. 
Tjiptono dan Chandra mendefinisikan kepuasan sebagai upaya 
pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai .  
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Kotler mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan senang atau kecewa 
seseorang yang dialami setelah membandingkan antara persepsi kinerja atau 
hasil suatu produk dengan harapan-harapannya. 
Keluhan adalah salah satu bagian dari ekspresi negatif yang dihasilkan 
karena ketidaksesuaian kenyataan dengan keinginan seseorang (James, 
2006:20). 
Untuk mengetahui kepuasan pelayanan program BKKBN berikut ini hasil 
dari wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan Kepala BKKBN Kabupaten 
Pangkep dr. Hj. Andi Muliati Halid, M.Kes yang mengatakan bahwa : 
“saya merasa ada peningkatan kinerja dari BKKBN, meskipun saya belum 
puas dengan semua itu masih perlu di tingkatkan lagi karena dua 
kecamatan di Pangkep belum saya datangi di daerah kepulauan Liukang 
Tupabiring dan Liukang tangngaya.”  ( Hasil wawancara pada tanggal 16 
April 2016 ) 
 
Untuk persoalan kinerja secara keseluruhan sudah dirasa mengalami 
peningkatan, namun ada beberapa hal yang masih dianggap kurang maksimal, 
salah satunya adalah keterbatasan BKKBN dalam menjangkau wilayah 
kepulauan. 
Hal ini senada dengan yang di ungkapkan salah satu pegawai BKKBN 
yang mengatakan bahwa : 
“kinerja BKKBN selama ini masih belum maksimal hal ini karnakan 
penyuluh yang berada di tiap lokasi belum maksimal dalam menjalnkan 
tugasnya karna kebanyakan penyuluh tinggal di daratan tapi tempat 
tugasnya di pulau.” ( Hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2016 ) 
 
Salah satu penyebab dari tidak maksimalnya kinerja  BKKBN di 
karenakan penyuluh yang tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya, 
terkhusus untuk wilayah Kecamatan kepulauan, hal ini di sadari sebagai kendala 
sebab para penyuluh BKKBN berdomisili di Kecamatan wilayah daratan. 
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Terkait penilaian masyarakat terhadap kepuasan kinerja BKKBN berikut 
petikan wawancara dengan masyarakat yang berinisial A.N yang mengatakan 
bahwa : 
“Selama saya mengikuti Program BKKBN yang di tawarkan saya merasa 
puas dengan pelayanan yang diberikan kepada saya.” ( Hasil wawancara 
pada tanggal 8 Mei 2016 ) 
 
Menurut wawancara di atas masyarakat puas dengan pelayanan yang 
diberikan selama mengikuti program dari BKKBN. 
Hal ini senada dengan yang di ungkapkan dengan salah satu masyarakat 
yang berinisial K.M yang mengatakan bahwa : 
“kalau menurut penilaian saya, kinerja BKKBN sudah lumayan 
memuaskan tapi masih perlu di tingkatkan dari segi sosialisasinya karena 
itu tadi masyarakat masih banayak yang kurang paham dari program 
yang di tawarkan”. ( Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2016 ) 
 
 Pelayanan dari program yang diberikan oleh BKKBN sudah lumayan 
memuaskan, akan tetapi dari segi sosialisasi masih kurang maksimal, akibatnya 
masih banyak masyarakat yang belum memahami program dari BKKBN dan 
pada akhirnya tidak mengikuti program tersebut karena ketidak pahaman 
mereka. Seperti di daerah pulau, kondisi geografis menghambat sosialisasi yang 
dilakukan oleh penyuluh lapangan. Penyuluh BKKBN kurang maksimal 
melakukan sosialisasi di pulau karena faktor jarak, waktu tenaga dan materi yang 
digunakan.   
Tabel IV.6 Pencapaian Kinerja BKKBN Dalam Meningkatkan Peserta KB Dari 
Tahun 2013-2015  
TAHUN TARGET REALISASI PERESENTASI 
2013 11,892 10,644 89,51 
2014 9,552 8,947 93,67 
2015 6,952 6,013 86,49 
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sumber: kantor BKKBN bagian Keluarga Berencana(KB) Kabupaten Pangkep 
Tahun 2015 
Dari hasil wawancara dan data yang di dapatkan oleh penulis dapat di 
simpulkan bahwa walaupun program BKKBN sudah berjalan, namun masih ada 
masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja BKKBN tersebut. Hal ini 
dikarenakan masih ada dua kecamatan yang belum tersentuh oleh Program 
BKKBN, seperti pelayanan KB. Selain itu masih rendahnya pemahaman 
masyarakat terhadap program BKKBN tersebut menyebabkan pencapaian 
kinerja BKKBN dalam meningkatkan Peserta KB belum maksimal hal ini terlihat 
dari tahun 2013-2015 belum mencapai target yang ditentukan. 
 Berdasarkan  5 indikator pengukuran kinerja menurut Mohamat Mashun,  
pada BKKBN Kabupaten Pangkep dapat dikatakan bahwa secara umum kinerja 
dari BKKBN Kabupaten Pangkep masilah kurang masksimal , walaupun pada 
kenyataannya bahwa program-program dari BKKBN Kabupaten Pangkep sudah 
berjalan. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya program-program yang berjalan 
secara tidak maksimal. Seperti pada indikator biaya pelayanan, walaupun 
BKKBN Kabupaten Pangkep tidak melakukan pungutan biaya kepada 
masyarakat, akan tetapi masyarakat masih harus mengeluarkan biaya dalam hal 
pemasangan alat kontrasepsi KB, pungutan biaya memang dilakukan Dinas 
Kesehatan selaku instansi kerja sama BKKBN dalam hal ini oleh bidan, akan 
tetapi program KB masih merupakan program dari BKKBN, sehingga masyarakat 
memahami masih ada biaya yang dikeluarkan untuk menikmati program layanan 
BKKBN. Kemudian pada indikator Kualitas dan standar pelayanan, yang menjadi 
kendala adalah ketidakmaksimalan BKKBN dalam menjangkau daerah-daerah 
tertentu, disebabkan kendala jarak yang dialami penyuluh. Hal ini tentunya akan 
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berimplikasi pada kualitas layanan yang diberikan oleh BKKBN sendiri, dimana 
dengan tidak maksimalnya penyuluh dalam melakukan penyuluhan akan 
berdampak pada tidak maksimalnya masyarakat dalam mengikuti program 
BKKBN. Selain itu pada indikator cakupan layanan dimana masih adanya 
program yang tidak berjalan dengan baik seperti program PUP (Pendewasaan 
Usia Pernikahan), bisa dilihat dari masih banyaknya pernikahan usia dini di 
Kabupaten Pangkep , merupakan dampak dari kurangnya pemahaman dari 
masyarakat akan bahaya pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi ibu 
muda, belum lagi pemahaman lama yang masih melekat kuat di masyarakat 
Kabupaten Pangkep. Terakhir dari indikator kepuasan (statisfaction), dengan 
tidak berjalan maksimalnya program dari BKKBN Kabupaten Pangkep 
berdampak kepada ketidakpuasan masyarakat. Hal ini juga di sadari oleh pihak 
BKKBN sehingga kedepannya pihak BKKBN tetap berusaha memberikan 
pelayanan maksimal. Yang menjadi persoalan utama dari tidak maksimalnya 
seluruh indikator pengukuran kinerja BKKBN Kabupaten Pangkep adalah 
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program yang dilaksanakan oleh 
BKKBN Kabupaten Pangkep itu sendiri, hal ini menurut penulis disebabkan oleh 
tidak maksimalnya petugas penyuluh BKKBN dalam mensosialisasikan program-
program BKKBN tersebut. Sebagaimana di pahami bahwa penyuluh BKKBN 
merupakan pihak yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat, 
secara otomatis ujung tombak dari keberhasilan program BKKBN terletak pada 








Berdasarkan lima indikator pengukuran kinerja menurut Mohamat 
Mashun,  pada BKKBN Kabupaten Pangkep dapat dikatakan bahwa secara 
umum kinerja dari BKKBN Kabupaten Pangkep masih kurang masksimal, 
walaupun pada kenyataannya bahwa program-program dari BKKBN Kabupaten 
Pangkep sudah berjalan. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya program-
program yang berjalan secara tidak maskimal.  
Pada indikator biaya pelayanan, BKKBN Kabupaten Pangkep tidak 
melakukan pungutan biaya kepada masyarakat, karena anggaran yang 
digunakan bersumber dari APBN dan APBD. Anggaran ini digunakan untuk 
pembelian Alat kesehatan dan Obat Kontrasepsi (ALAKON). Akan tetapi 
masyarakat masih harus mengeluarkan biaya dalam hal pemasangan alat 
kontrasepsi KB, pungutan biaya memang dilakukan Dinas Kesehatan selaku 
instansi kerja sama BKKBN dalam hal ini oleh bidan, akan tetapi program KB 
masih merupakan program dari BKKBN, sehingga masyarakat memahami masih 
ada biaya yang dikeluarkan untuk menikmati program layanan BKKBN. 
Terkhusus untuk masyarakat pengguna kartu BPJS selain tidak dikenakan biaya 
pembelian alat dan obat kontrasepsi, juga tidak dikenakan biaya jasa 
pemasangan alat kontrasepsi.  
Kemudian pada indikator kualitas dan standar pelayanan, yang menjadi 
kendala adalah ketidakmaksimalan BKKBN dalam menjangkau daerah-daerah 
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tertentu, disebabkan kendala jarak yang di alami penyuluh, seperti daerah 
kepulauan, Liukang Tupabiring, dan Liukang Tangngaya. Hal ini disebabkan 
karena petugas penyuluh BKKBN tidak memaksimalkan tugasnya, dikarenakan 
kendala yang dihadapi oleh penyuluh adalah persoalan jarak yang terlalu jauh 
dan sulit dijangkau seperti diwilayah kepulauan dan pegunungan, karena rata-
rata penyuluh BKKBN berdomisili di daratan (wilayah perkotaan). Karena 
kurangnya sosialisasi program BKKBN oleh penyuluh itu sendiri terkhusus di 
daerah kepulauan, mengakibatkan  adanya peningkatan jumlah complain yang di 
terima oleh BKKBN Kabupaten Pangkep di tahun 2015 sebanyak 19 kasus 
dibanding tahun 2013 dan 2014 yang hanya sebanyak 8 kasus.  
Selain itu pada indikator cakupan layanan dimana masih adanya program 
yang tidak berjalan dengan baik seperti program PUP (Pendewasaan Usia 
Pernikahan), bisa dilihat dari masih banyaknya pernikahan usia dini di Kabupaten 
Pangkep, merupakan dampak dari kurangnya pemahaman dari masyarakat akan 
bahaya pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi ibu muda, belum lagi 
pemahaman lama yang masih melekat kuat di masyarakat Kabupaten Pangkep.  
Terakhir dari indikator kepuasan (statisfaction), dengan tidak berjalan 
maksimalnya program dari BKKBN Kabupaten Pangkep berdampak kepada 
ketidakpuasan masyarakat. Hal ini juga di sadari oleh pihak BKKBN sehingga 
kedepannya pihak BKKBN tetap berusaha memberikan pelayanan maksimal. 
Yang menjadi persoalan utama dari tidak maksimalnya seluruh indikator 
pengukuran kinerja BKKBN Kabupaten Pangkep adalah kurangnya pemahaman 
masyarakat terhadap program yang dilaksanakan oleh BKKBN Kabupaten 
Pangkep itu sendiri, hal ini menurut penulis disebabkan oleh tidak maksimalnya 
petugas penyuluh BKKBN dalam mensosialisasikan program-program BKKBN 
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tersebut, sebagaimana di pahami bahwa penyuluh BKKBN merupakan pihak 
yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat, secara otomatis ujung 
tombak dari keberhasilan program BKKBN terletak pada keberhasilan penyuluh 
dalam memaksimalkan tugasnya.  
V.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas penulis kemudian memberikan beberapa 
saran yang diharapkan menjadi masukan untuk lebih meningkatkan kinerja 
BKKBN Kabupaten Pangkep, antara lain: 
1) Sebaiknya pihak BKKBN juga memiliki bidan internal yang bertugas 
melakukan pemasangan alat dan obat kontrasepsi kepada masyarakat di 
Kntor BKKBN sehingga masyarakat tidak perlu lagi  pergi ke Rumah Sakit 
untuk melakukan pemasangan alat kontrasepsi. 
2) Sebaiknya pihak BKKBN merekrut tenaga penyuluh yang berasal dari tiap 
kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkep agar bisa bekerja secara 
maksimal dan tidak terkendala jarak dan waktu lagi 
3) Sebaiknya BKKBN Kabupaten Pangkep melakukan sosialisasi yang 
intens agar masyarakat tahu program-program yang ada di BKKBN 
sehingga bisa berpartisipasi pada program tersebut. 
4) Memberikan teguran atau sanksi kepada penyuluh yang kurang maksimal 
menjalankan  kinerjanya. 
5) Sebaiknya BKKBN lebih intens dalam melakukan sosialisasi program-
program yang di tawarkan kepada masyarakat, agar masyarakat lebih 
paham dan berpartisipasi pada setiap kegiatan yang di lakukan oleh 
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Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan pemberdayaan Perempuan Dan 
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